
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 566, 2018 BUMN. Arsip Dinamis.  

 

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER - 04/MBU/03/2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa agar sistem pengelolaan kearsipan pada tiap-tiap 

Pencipta Arsip di lingkungan Kementerian Badan Usaha 

Milik Negara dapat terselenggara dengan baik, 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai Pencipta 

Arsip perlu mengatur penyelenggaraan kearsipan yang 

dapat dijadikan acuan oleh seluruh unit organisasi di 

lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang 

Penyelenggaraan Arsip Dinamis di Lingkungan 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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  2.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

5.  Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran 

Negara Tahun 2015 Nomor 76) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 74); 

6.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip 

Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian; 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 238); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali dubah 

terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
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Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1246); 

10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-10/MBU/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha 

Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

TENTANG PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK 

NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang 

selanjutnya disebut Kementerian BUMN adalah 

kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di 

bidang pembinaan badan usaha milik negara. 

2. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara. 

3. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya 

disingkat ANRI adalah Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di 

bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota 

negara. 

4. Arsip adalah data, catatan, dan atau keterangan yang 

dibuat dan atau diterima oleh lembaga dalam rangka 

pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas 

atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak 

apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. 
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5. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

6. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

7. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi 

penggunaannya telah menurun. 

8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah 

habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan 

yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun 

tidak langsung oleh ANRI. 

9. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya 

merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 

operasional pencipta Arsip, persyaratan kepemilikan, 

tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila 

rusak atau hilang. 

10. Daftar Arsip adalah daftar yang memuat keterangan 

antara lain jenis, jumlah berkas, tingkat perkembangan 

dan kurun waktu Arsip. 

11. Jadwal Retensi Arsip  yang selanjutnya disingkat JRA 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan 

keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau 

dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 

penyusutan dan penyelamatan Arsip. 

12. Klasifikasi Arsip adalah pengelompokan Arsip menurut 

urusan atau masalah berdasarkan tugas dan fungsi 

organisasi dan disusun secara logis dan sistematis. 

13. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 

Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit 

kerja ke unit kearsipan, pemusnahan Arsip yang tidak 

memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis 

kepada ANRI. 
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14. Penyerahan Arsip adalah kegiatan menyerahkan Arsip 

yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan nasional 

dari unit kearsipan ke ANRI. 

15. Pemindahan Arsip adalah salah satu kegiatan 

penyusutan Arsip dengan memindahkan Arsip Inaktif 

dari unit kerja ke unit kearsipan setelah melalui 

seleksi/pemilahan berdasarkan pada JRA. 

16. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan penghancuran 

Arsip yang sudah tidak bernilai guna sampai tidak 

dikenal lagi baik fisik maupun informasinya yang 

dilakukan melalui cara pembakaran, pencacahan atau 

pengiriman ke pabrik bubur kertas (pulp). 

17. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta 

Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

dalam penyelenggaraan kearsipan. 

18. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai 

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip 

Dinamis. 

19. Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan 

kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem 

kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya 

manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya 

lainnya. 

20. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian 

Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis 

meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, 

serta Penyusutan Arsip. 

21. Unit Kerja atau disebut juga Unit Pengolah adalah 

satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di 

lingkungannya. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan dinamis di 

lingkungan Kementerian BUMN, meliputi kegiatan: 

a. penetapan kebijakan kearsipan; 

b. pembinaan kearsipan; dan 

c. pengelolaan Arsip. 

 

Pasal 3 

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian 

BUMN dilaksanakan berdasarkan asas gabungan, 

yaitu:  

a. sentralisasi; dan  

b. desentralisasi. 

(2) Asas sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a,  meliputi: 

a. penetapan kebijakan, pembinaan, dan 

pengawasan pengelolaan Arsip;  

b. pengelolaan Arsip yang meliputi pengendalian 

Arsip Aktif, penyimpanan Arsip Inaktif, 

pelaksanaan alih media, Pemusnahan Arsip, dan 

Penyerahan Arsip bernilai guna sejarah ke ANRI; 

dan 

c. penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Vital berupa 

aset. 

(3) Asas desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, meliputi: 

a. pengelolaan Arsip Aktif yang dilakukan di masing-

masing Unit Pengolah; 

b. Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke 

Unit Kearsipan; dan 

c. penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Vital selain 

Arsip aset. 
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Pasal 4 

Penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian  

BUMN, didukung oleh: 

a. sumber daya manusia; 

b. kelembagaan; 

c. sarana dan prasarana; dan 

d. anggaran. 

 

BAB III 

PENETAPAN KEBIJAKAN 

 

Pasal 5 

(1) Penetapan arah dan tujuan serta kebijakan 

Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Kementerian 

BUMN dilakukan oleh Menteri . 

(2) Pelaksanaan penetapan kebijakan Penyelenggaraan 

Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara 

lain meliputi : 

a. penetapan kebijakan tata naskah dinas; 

b. Klasifikasi Arsip; 

c. JRA; dan 

d. sistem klasifikasi keamanan akses Arsip. 

 

BAB IV 

PEMBINAAN  

 

Pasal 6 

(1) Pembinaan kearsipan dilakukan agar sistem pengelolaan 

kearsipan pada tiap-tiap Pencipta Arsip di lingkungan 

Kementerian BUMN dapat terselenggara dengan baik. 

(2) Pembinaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi kegiatan: 

a. sosialisasi; 

b. koordinasi; 

c. bimbingan; 

d. monitoring dan evaluasi; dan 

e. pengawasan. 
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Pasal 7 

Organisasi kearsipan di Kementerian BUMN terdiri atas: 

a. Menteri selaku pimpinan lembaga Pencipta Arsip; 

b. Unit Kearsipan I, yaitu unit setingkat bagian di bawah 

Sekretariat Kementerian BUMN atau Unit Kerja yang 

menangani fungsi pembinaan kearsipan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara mengenai 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN; 

c. Unit Kearsipan II, yaitu unit sub bagian tata usaha pada 

unit eselon II dan unit eselon III yang menyelenggarakan 

fungsi fasilitatif atau menyelenggarakan 

pengadministrasian persuratan secara terpisah; 

d. pimpinan Unit Kerja Pencipta Arsip yaitu pimpinan unit 

di lingkungan Kementerian BUMN setingkat eselon I, 

eselon II, eselon III, dan eselon IV yang 

menyelenggarakan fungsi substantif dan/atau fasilitatif; 

e. Kepala subbagian tata usaha, yaitu pimpinan unit eselon 

IV yang bertugas melakukan pelayanan administrasi di 

Unit Kerja; dan 

f. staf Unit Kerja, yaitu terdiri atas jabatan fungsional 

umum dan jabatan fungsional tertentu. 

 

Pasal 8 

(1) Unit Kearsipan I melaksanakan pembinaan dan evaluasi 

dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungan 

Kementerian BUMN. 

(2) Pimpinan Unit Kerja Pencipta Arsip bertanggung jawab 

dalam pengelolaan kearsipan di unit kerja masing-

masing. 
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BAB V 

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 9 

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip 

Vital, Arsip Aktif, dan Arsip Inaktif. 

(2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip. 

(3) Pencipta Arsip bertanggung jawab atas autentisitas Arsip 

yang diciptakan berdasarkan pedoman tata naskah 

dinas. 

(4) Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan: 

a. penciptaan Arsip; 

b. penggunaan Arsip; 

c. pemeliharaan Arsip; dan 

d. Penyusutan Arsip. 

(5) Tata cara Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian BUMN 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai 

dengan ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Kedua 

Penciptaan Arsip 

 

Pasal 10 

(1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (4) huruf a, meliputi: 

a. pembuatan Arsip; dan 

b. penerimaan Arsip. 

(2) Pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 

memperhatikan ketentuan: 

a. Pedoman Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas 

Elektronik di lingkungan Kementerian BUMN; dan 
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b. Klasifikasi Arsip Kementerian BUMN. 

(3) Klasifikasi Arsip Kementerian BUMN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan 

ketentuan dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Ketiga 

Penggunaan Arsip Dinamis 

 

Pasal 11 

(1) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dilaksanakan 

berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses 

Arsip Kementerian BUMN. 

(2) Penggunaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), diperuntukkan bagi kepentingan unit internal 

Kementerian BUMN dan pihak publik. 

(3) Untuk kemudahan akses dalam rangka penggunaan 

Arsip dapat dilakukan alih media;  

(4) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip 

Kementerian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Bagian Keempat 

Pemeliharaan Arsip 

 

Pasal 12 

(1) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (4) huruf c, dimaksudkan untuk menjaga 

keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan 

Arsip. 

(2) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui: 

a. pemberkasan Arsip Aktif; 

b. penataan Arsip Inaktif; 
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c. penyimpanan Arsip; dan 

d. alih media Arsip. 

 

Pasal 13 

(1) Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab 

pimpinan Unit Pengolah. 

(2) Dalam rangka pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberkasan dan 

penyimpanan Arsip. 

(3) Dalam hal diperlukan, pemeliharaan Arsip Aktif dapat 

dilakukan alih media. 

 

Pasal 14 

(1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap Arsip Aktif 

yang dibuat dan diterima. 

(2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip, 

untuk menghasilkan: 

a. tertatanya fisik dan informasi Arsip; dan 

b. tersusunnya Daftar Arsip Aktif. 

(3) Daftar Arsip Aktif yang tersusun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: 

a. daftar berkas; dan 

b. daftar isi berkas. 

(4) Daftar Arsip Aktif yang tersusun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), disampaikan Unit Pengolah kepada Unit 

Kearsipan II setiap bulan Juni dan bulan Desember tiap 

tahun berjalan. 

 

Pasal 15 

(1) Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab 

Pimpinan Unit Kearsipan I. 

(2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan melalui kegiatan: 

a. penataan; dan 

b. penyimpanan 
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(3) Dalam hal diperlukan, pemeliharaan Arsip Inaktif dapat 

dilakukan alih media. 

 

Pasal 16 

(1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk: 

a. memudahkan penemuan/pencarian kembali Arsip 

apabila diperlukan; 

b. memberi kepastian bahwa Arsip yang disimpan dan 

dipelihara memiliki arti penting bagi penentuan 

kebijakan, pengambilan keputusan, informasi, dan 

sejarah; 

c. membendung dan menghentikan akumulasi/ 

penumpukan Arsip yang tidak perlu; 

d. meningkatkan dan memodernisasi penyimpanan 

Arsip yang dipelihara; dan 

e. mengembangkan dan menentukan jadwal waktu 

penyimpanan, penyisihan, pemindahan, 

pemusnahan Arsip yang tidak memiliki nilai guna, 

dan penyerahan Arsip. 

(2) Penataan Arsip Inaktif berfungsi sebagai: 

a. sumber informasi dan pusat dokumentasi; 

b. alat dalam organisasi untuk bahan pertimbangan 

bagi penentuan kebijakan pimpinan; 

c. bahan autentik negara mengenai 

pertanggungjawaban hukum, keuangan dan 

administrasi; 

d. bahan sejarah mengenai kehidupan kebangsaan dan 

penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang 

terkait dengan bidang tugas dan fungsi Kementerian 

BUMN; dan 

e. sumber bagi pengembangan pengetahuan lebih 

lanjut. 

(3) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan I 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

a. pengaturan fisik Arsip; 

b. pengolahan informasi Arsip; dan 
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c. penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

(4) Penataan Arsip Inaktif dan penyusunan Daftar Arsip 

Inaktif menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kearsipan 

I. 

 

Pasal 17 

(1) Penyimpanan Arsip dilakukan terhadap: 

a. Arsip Aktif; dan 

b. Arsip Inaktif, yang sudah didaftar dalam Daftar 

Arsip. 

(2) Penyimpanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan 

informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip 

berdasarkan JRA Kementerian BUMN. 

(3) Penyimpanan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab pimpinan Unit 

Pengolah. 

(4) Penyimpanan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab pimpinan Unit 

Kearsipan I. 

(5) Perubahan atas JRA dilakukan dengan Keputusan 

Menteri yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian 

BUMN atas nama Menteri. 

(6) Retensi Arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan 

pedoman retensi Arsip yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. 

(7) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanaksn 

sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 18 

Alih media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(2) huruf d, dapat dilakukan untuk mendukung 

pemeliharaan Arsip dengan memperhatikan kondisi Arsip, 

nilai informasi dan ketentuan perundang-undangan. 
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Bagian Kelima 

Program Arsip Vital 

 

Pasal 19 

(1) Pemeliharaan terhadap Arsip Vital dilaksanakan 

berdasarkan program Arsip Vital. 

(2) Program Arsip Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan: 

a. identifikasi; 

b. perlindungan dan pengamanan; dan 

c. penyelamatan dan pemulihan. 

(3) Pemeliharaan terhadap Arsip Vital menjadi tanggung 

jawab pimpinan Unit Pengolah. 

 

Bagian Keenam 

Penyusutan Arsip 

 

Pasal 20 

(1) Penyusutan Arsip dilaksanakan oleh Pencipta Arsip 

berdasarkan JRA. 

(2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan: 

a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit 

Kearsipan II sesuai jenjang Unit Kearsipan yang ada 

di lingkungan Kementerian BUMN; 

b. pemusnahan Arsip yang telah habis masa retensinya 

dan tidak memiliki nilai guna yang pemusnahannya 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada 

ANRI. 

 

Pasal 21 

(1) Pemindahan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab 

Pimpinan Unit Kearsipan II. 
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(2) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan setelah melewati retensi Arsip 

Aktif. 

(3) Proses pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan 

bentuk maupun media Arsip dengan melakukan: 

a.  penyeleksian Arsip Inaktif; 

b.  pembuatan Daftar Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan; dan 

c.  penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan. 

(4) Pelaksanaan Pemindahan Arsip lnaktif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), diikuti dengan penandatanganan 

berita acara dan dilampiri Daftar Arsip yang akan 

dipindahkan. 

(5) Berita acara dan Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani 

oleh Pimpinan unit Kearsipan I dan Pimpinan Unit 

Kearsipan II. 

 

Pasal 22 

(1) Pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab pimpinan 

Pencipta Arsip. 

(2) Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap Arsip yang: 

a.  tidak memiliki nilai guna; 

b.  telah habis retensinya, berketerangan 

dimusnahkan, dan berketerangan dinilai kembali 

berdasarkan JRA yang telah mendapat persetujuan 

tertulis untuk dimusnahkan oleh Kepala ANRI; 

c.  tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

melarang; dan 

d.  tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu 

perkara. 

(3) Dalam hal Arsip belum memenuhi semua ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemusnahan Arsip 

tidak dapat dilakukan. 
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(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

bahan pertimbangan pimpinan Pencipta Arsip dalam 

menentukan retensi Arsip. 

(5) Pemusnahan Arsip dilakukan dengan mengikuti prosedur 

sebagai berikut: 

a. pembentukan Panitia Penilai Arsip dan Panitia 

Pemusnah Arsip   Kementerian BUMN oleh pimpinan 

Pencipta Arsip; 

b. penyeleksian Arsip; 

c. pembuatan Daftar Arsip usul musnah oleh Unit 

Kearsipan I; 

d. penilaian oleh Panitia Penilai Arsip Kementerian 

BUMN; 

e. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta 

Arsip; 

f. pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip 

Kementerian BUMN; 

g. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; dan 

h. penetapan Arsip yang akan dimusnahkan oleh 

Sekretaris Kementerian BUMN atas nama Menteri 

BUMN. 

(6) Pelaksanaaan Pemusnahan Arsip dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 

a. dilakukan secara total, sehingga fisik dan informasi 

Arsip tidak dapat dikenali lagi; 

b. disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) pejabat dari 

unit yang menangani bidang hukum dan/atau 

pengawasan internal dari lingkungan Pencipta Arsip 

yang bersangkutan dan/atau Panitia Penilai Arsip 

Kementerian BUMN; dan 

c. diikuti dengan penandatanganan berita acara 

pemusnahan yang memuat Daftar Arsip yang 

dimusnahkan. 
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Pasal 23 

(1) Pelaksanaan Pemusnahan Arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 menjadi tanggung jawab Unit Kearsipan 

I. 

(2) Arsip yang tercipta pada Pemusnahan Arsip 

diperlakukan sebagai Arsip Vital. 

 

Pasal 24 

(1) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 ayat (2) huruf c, menjadi tanggung jawab Unit 

Kearsipan I. 

(2) Penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilakukan terhadap Arsip yang: 

a. memiliki nilai guna kesejarahan; 

b. telah habis retensinya; dan/atau 

c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor  

PER-04/MBU/2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan 

di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan 

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor  

PER-06/MBU/2013 tentang Pedoman Sistem Kearsipan di 

Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 26 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 April 2018     

 

  MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA 

  REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

RINI M. SOEMARNO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 27 April 2018  

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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